BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 120/1I/ TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang a. bahwa untuk lebih efektifnya pemberian hibah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka peria
adanya penerima hibah;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupat,

Mengingat | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822)

1

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang
Nomar 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang- undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara
dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan
pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/
atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/ atau
stabilitas sistem keuangan menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indanesia Nomor 6516);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara
dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan
pandemi corona virus disease 2019 {covid-19) dan/
atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/ atau
stabilitas sistem keuangan menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2022 Nomor 120);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42
Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021
Nomor 593);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

13, Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2023  (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748];

MEMUTUSKAN :

Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik  Kabupaten  Kepulauan  Selayar Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun Anggaran 2023.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

: @ém‘;&%ﬂﬂmm
MUH. BASLI ALI

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Dacrah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 120 / II / TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN

2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA LEMBAGA/ g [ i
NO e g NAMA PENGURUS (PIMPINAN) ALAMAT | BESARAN HIBAH |
' ' JL. PAHLAWAN, |
1. | TARUNA BAKTI TANADOANG | NUR SUSANRA NO. 2 Kel. Rp. 150.000.000 |
i . | BENTENG UTARA i |
JL. W.R.
POLRES KEPULAUAN UJANG DARMAWAN HADI [ ¥y
2. MONGINSIDI, No. 1 | Rp. 500.,000.000
| SELAYAR SAPUTRA, S.H., SIK., MM M.IK ! o h
. JL. KELAPA, NO.
3. | KODIM 1415 SELAYAR LETKOL INF NANANG AGUNG 10 Kel. BENTENG | Rp. 300.000.000
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